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ABSTRAK 

Riki Putro Dedi Dwiyatno (2022) : Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pada 

Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dengan 

Mengedepankan Pengembalian 

Kerugian Negara (Asset Recovery) 

Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 

eksekusi tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan 

mengedepankan upaya pengembalian kerugian keuangan negara (Asset Recovery) 

dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan eksekusi 

tindak pidana korupsi dengan mengedepankan upaya pengembalian kerugian 

keuangan negara (Asset Recovery). Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum empiris menekankan pada pentingnya langkah-langkah 

observasi, pengamatan, analisis yang bersifat empiris atau yang dikenal dengan 

social-legal research. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif dengan cara menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta 

penelitian yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang beralamat di 

Jalan Jendral Sudirman, Nomor 295, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan 

Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini adalah 

eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian 

negara (asset recovery) dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 

32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diiringi dengan kualitas penegak hukum, 

saran prasarana yang mencukupi, dukungan budaya dan masyarakat Kota 

Pekanbaru yang turut menjadi faktor keberhasilan pengembalian kerugian Negara 

akibat tindak pidana korupsi sekaligus bertujuan untuk mewujudkan maqasid 

syariah. Yaitu perlindungan terhadap jiwa (hifds an-nafs), perlindungan terhadap 

akal (hifdz al-aql), perlindungan terhadap keturunan (hifdz an-nasab), dan 

perlindungan terhadap harta (hifdz al-mal). 

Kata Kunci: Eksekusi Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara 

(Asset Recovery), Fiqh Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke 

tahun, dan berdampak pada peningkatan jumlah kerugian keuangan negara 

serta kuantitas eksekusi tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum. Pada era reformasi berbagai reaksi tuntutan mahasiswa dan rakyat 

hadir, untuk menggulingkan rezim orde baru yang dituding telah melakukan 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Realita ini menegaskan bahwa korupsi sudah 

terjadi sejak lama hingga saat ini dan dilakukan oleh masyarakat biasa sampai 

skandal besar yang melibatkan para petinggi negara
1
. 

Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa 

dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Terdapat 30 (tiga puluh) 

bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan pada pasal-pasal tersebut 

yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkah laku 

pribadi, yaitu: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam 

jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam 

pengadaan dan gratifikasi
2
.  

                                                             
1
  Erdianto, Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. 

Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2, 2014, h. 229. 

2
 DR. M. Syamsa Ardisasmita, definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-

announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel 
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Pada konsep islam, korupsi adalah suatu perbuatan mengambil dan 

memakan harta orang lain yang bathil. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-

Baqoroh ayat 188: 

ًِ ىخِأَمُْ  ب َٖبٓ إىَِٚ ٱىْحُنَّ حدُْىُ٘ا۟ بِ َٗ طِوِ  َْْٞنٌُ بٱِىْبََٰ ىَنٌُ بَ ََٰ٘ ٍْ ا۟ أَ ٓ٘ لََ حأَمُْيُ َٗ ٌْ أَّخُ َٗ  ٌِ ثْ هِ ٱىَّْبسِ بِٱلِْْ ََٰ٘ ٍْ ِْ أَ ٍِّ يُ٘ا۟ فَسِٝقًب 

 َُ ٘ َُ  حَعْيَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 

padahal kamu mengetahui. 

 

Peringatan dan larangan yang dijelaskan di dalam Al-Quran hadir untuk 

mencegah terjadinya kejahatan korupsi yang akan berdampak tidak hanya 

pada moralitas manusia, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. 

Rusaknya sendi-sendi kehidupan yang mampu menciptakan kemerosotan 

nilai-nilai moralitas dan kesenjangan sosial seperti kemiskinan dan tidak 

kejahatan lainnya. Para koruptor menjadikan negara sebagai korban (victim 

state)
3
, yang menjadikan keuangan dan perekonomian negara akan berkurang 

dan terganggu. Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 

menjelaskan bahwa adanya kerugian negara atau perekonomian Negara yang 

diakibatkan oleh kasus korupsi yang dilakukan. 

                                                                                                                                                                       
disampaikan dalam rangka seminar nasional dengan tema  upaya perbaikan sistem 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, Jakarta, 23 Agustus 2006, h.4 

3
 Artidjo Alkostar, Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana 

Korupsi,(Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008), h. 34-35 
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Sebagai proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan 

pidana secara terpadu (integrated criminal justice system) yang dianut 

KUHAP, eksekusi memegang peranan penting dalam penyelesaian tindak 

pidana korupsi. Eksekusi tindak pidana korupsi dilakukan guna menjamin 

keadilan, kepastian hukum, dan untuk menimbulkan efek jera (deterrent 

effect) bagi pelaku serta menimbulkan daya cegah (prevency effect) bagi 

masyarakat agar menghindari segala bentuk tindak pidana korupsi. Dengan 

kualitas kinerja jaksa yang harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 

putusan pengadilan (eksekusi). 

Hal ini turut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang 

merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan 

kekuasaan negara,  khususnya di bidang penuntutan sesuai Undang-Undang 

No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang 

Kejaksaan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2021. Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri 

Pekanbaru  pada tahun 2021 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap (Inkrach Van Gewijsde)  kerugian keuangan negara yang muncul akibat 

tindak pidana korupsi mencapai Rp 3.043.787.195,00.- (tiga milyar empat 

puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh 

lima rupiah) sedangkan yang berhasil diselamatkan melalui pidana 

pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 226.000.000,00.- (dua ratus dua 

puluh enam juta rupiah). 
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Artinya bila dibandingkan dengan kerugiannya nilai uang yang berhasil 

kembali ke kas negara jauh lebih rendah dibanding dengan uang yang hilang 

karena tindak pidana korupsi
4
. Pidana pembayaran uang pengganti yang 

dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru  dilakukan dengan  

mengdepankan pengembalian kerugian Negara atau pemulihan aset (asset 

recovery). Pemulihan aset sebagai proses penanganan asset akibat tindak 

kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan 

hokum. Sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan 

seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara.  

Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif 

untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang. Prosedural asset 

recovery meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, 

pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan 

kepada korban kejahatan (Negara). Dalam hal kejahatan korupsi, maka 

pengembalian aset hasil kejahatan merupakan hak negara yang dipandang 

sebagai korban kejahatan
5
. 

Pemulihan aset kejahatan dan penegakan hukum merupakan dua sisi 

yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya 

tindak pidana korupsi. Seseorang akan berani melakukan korupsi jika hasil 

yang didapat dari korupsi akan lebih tinggi dari resiko hukuman (penalty) 

                                                             
4
 Rekapitulasi Data Uang Pengganti Kejaksaan Negeri Pekanbaru 2018-2021 

5
 Widyopramono, “Peran Kejaksaan Terhadap AsetRevocery Dalam Perkara Tindak 

Pidana Korupsi”,Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-asas Hukum Pidana dan 

Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini”,(Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas 

Gadjah Mada,Yogyakarta, Februari 2014), h. 23-27 
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yang dihadapi, bahkan tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara 

apabila ia memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, 

keluarganya masih akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang 

dilakukan
6
. Penegakan hokum melalui pemberantasan korupsi tidak cukup 

dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan 

optimalisasi upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan yang telah 

dilakukan. Merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, 

maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau 

meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil 

kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia. Sehingga mampu 

menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan untuk masyarakat. 

Fiqh Siyasah hadir sebagai otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan 

yang menghendaki lahirnya kemaslahatan untuk masyarakat, melalui aturan 

yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu 

(yang mengaturnya)
7
. Syari‟at mengkombinasikan hukum sebagaimana 

adanya dan sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan pemerintah 

dan penegakan keadilan hukum untuk kemaslahatan manusia.  

Untuk itu perlu kerja keras untuk memperkenalkan konsep Islam dalam 

segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah eksekusi tindak pidana 

korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara 

                                                             
6
 Basrief Arief, Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, (Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014), h.1. 

7
 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, 

(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 20 
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(asset recovery). Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Eksekusi Tindak 

Pindana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dengan 

Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara (Asset Recovery) 

Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”. 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian dihadirkan untuk menghapuskan kerancuan 

ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian serta 

menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar 

penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan 

penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru;  

2. Perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrach Van 

Gewijsde) yang diputus dengan pidana tamabahan berupa uang pengganti  

pada  tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana eksekusi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri 

Pekanbaru dengan mengedepankan pengembalian kerugian keuangan 

Negara (Asset recovery)? 

2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksaan eksekusi tindak 

pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan mengedepankan 

pengembalian kerugian keuangan Negara  (Asset recovery)? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi tindak 

pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan 

mengedepankan upaya pengembalian kerugian keuangan negara 

(Asset Recovery). 

2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan 

eksekusi tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru 

dengan mengedepankan upaya pengembalian kerugian keuangan 

negara (Asset Recovery). 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri 

Pekanbaru dengan mengedepankan upaya pengembalian kerugian 

keuangan negara (Asset Recovery) ditinjau dari perspektif fiqh 

siyasah. 

2. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta 

sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainya yang akan 

melaksanakan penelitian terhadap ruang lingkup yang sama.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tindak Pidana Korupsi 

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit 

dengan penjabaran yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu straf yang 

diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, baar diterjemahkan sebagai dapat 

dan boleh, sedangkan feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 

pelanggaran dan perbuatan. Secara harafiah strafbaar feit berarti sebuah 

tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat dipidana atau 

dikenakan hukuman. Namun demikian, belum ada konsep utuh yang 

menjelaskan definisi strafbaar feit. Oleh karena itu, para ahli hukum 

memberikan arti terhadap istilah strafbaar feit menurut persepsi mereka 

masing-masing8. 

Prodjodikoro mendefinisikan istilah strafbaar feit sebagai suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Disisi lain Simons 

merumuskan bahwa strafbaar feit sebenarnya adalah tindakan yang menurut 

rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 

dihukum. Dan merumuskan bahwa tindakan melanggar hukum yang 

dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang dapat 

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 

tindakan yang melanggar hukum. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana 

merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

                                                             
8
 Chatarina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi Kajian 

Antikorupsi Teori dan Praktik, Ibid, hlm. 4  
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melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai 

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi 

masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang 

dilakukan
9
. 

Istilah perbuatan pidana menurut Moeljatno, yakni sebuah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman 

(sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan 

tersebut. Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan 

erat. Oleh karena itu, suatu kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak 

melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam 

pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 

Sedangkan korupsi berasal dari kata Bahasa Latin, yaitu corruptio atau 

corruptus yang berarti "kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, 

dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian". Kata corruptio 

atau corruptus yang berasal dari kata Bahasa Latin ini turun ke banyak 

Bahasa Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu corruption, corrupt; Bahasa 

Perancis yaitu corruption dan Bahasa Belanda yaitu corruptie (korruptie)
10

. 

 Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan 

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, 

                                                             
9
 Ibid, h. 5 

10 Andrea dalam Andi Hamzah, 2015, Pembemntasan Korupsi melalui Hukum Pidana 

Nasional dan Intemasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4 
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yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain
11

. 

Suyatno, menyatakan korupsi merupakan desosialisasi, yakni suatu tindakan 

yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial
12

. Syed 

Hussein Alatas menggungkapkan beberapa ciri dari korupsi yaitu: 

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang; 

2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah 

begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat-berakar. Sehingga 

individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam 

lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka; 

3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik; 

4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk 

melindungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran 

hukum; 

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan 

keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi 

keputusan-keputusan itu; 

6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan; 

7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan; 

8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari 

mereka yang melakukan tindakan itu; 

                                                             
11

 Departemen Pendidikan Nasional, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 

Balai Pustaka, Jakarta, h. 736. 

12
 Suyatno, 2005,  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005. 

h.16 
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9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 

pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat
13

. 

Dalam kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali 

digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, 

sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi 

dalam peraturan tersebut pada bagian konsiderannya, yang antara lain 

menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan 

perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi
14

. 

Sedangkan yang dimaksud tindakan pidana korupsi adalah sebagaimana 

dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat 

tahun 1958, yaitu : 

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu 

kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung 

merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah, atau 

merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara 

atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan 

kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat; 

2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu 

kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain 

                                                             
13

 Syed Husen Alatas, Sosiologi Korupsi, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h 46 

14
  Elwil Daniel,  2011, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Jakarta : 

PT. Raja Grafindo Persada, h 5. 
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atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan 

atau kedudukan.  

Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana 

korupsi yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh 

orang/perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.  

Persepsi mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, karena 

penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan 

kepentingan anggota atau golongan di dalam masyarakat.
15

 Hal ini diperkuat 

oleh pendapat Ketua Tim Kerja Anti Korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

yaitu Abdul Munir Mulkhan mengatakan, terdapat wilayah abu-abu tentang 

definisi korupsi yang sering kali dirasakan sebagai kendala di lapangan 

terhadap upaya pemberantasan korupsi. Wilayah abu-abu ini, sebaiknya 

dilakukan tafsir lebih lanjut, untuk menegaskan apakah suatu tindakan 

termasuk korupsi atau bukan
16

. Jelaslah bahwa secara sederhana berdasarkan 

teori-teori yang telah dijelaskan, tindak pidana korupsi dapat dikategorikan 

sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara.  

 

                                                             
15

 Romli Atmasasmita, Pengkajian mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 

ke dalam Sistem Hukum Nasional, Proposal, Departemen Kehakiman dan HAM RI – Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, 2004, h.2. 

16
 Surachmin dan Surandi Cahaya, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, 

Jakarta, h.9. 
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2.2 Eksekusi 

Leden Marpaung memaknai arti kata eksekusi sebagai putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap. Artinya tidak ada 

upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut karena pada dasarnya 

kewenangan jaksa sudah diatur dalam undang-undang untuk melaksanakan 

putusan hakim, dan putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah 

putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van 

gewijsde). Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara 

dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (integrated criminal justice 

system) yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Menurut Van Bemmelen, Hukum acara mempunyai 3 fungsi yaitu 

mencari, menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim dan 

pelaksanaan putusan hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran 

dilakukan melalui persidangan di pengadilan menurut cara yang diatur dalam 

hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil persidangan tersebut 

kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana yang 

dilaksanakan oleh jaksa. Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan 

dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan 

hakim yang telah memiliki kekuatan tetap yang dilaksanakan oleh jaksa 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
17

. 

Adapun hal-hal yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hokum tetap sebagaimana dimuat dalam ketentuan 

                                                             
17

 Modul eksekusi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia , h. 3 
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pasal 270 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:
18

  

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan 

salinan surat keputusan kepadanya”. 

Disamping itu, pada lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI No: 

M.14-PW.07.03 tahun 1983 butir 14, dinyatakan bahwa putusan pengadilan 

baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tenggang 

waktu untuk berfikir telah dilampaui tujuh hari setelah putusan pengadilan 

tingkat pertama dan empat belas hari setelah putusan pengadilan tingkat 

banding, sesuai dengan maksud ketentuan dari pasal 233 ayat (2) KUHAP Jo. 

Pasal 245 ayat (1) KUHAP Jo. 226 Ayat (2) KUHAP
19

. 

2.2.1 Jenis Eksekusi Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak 

Pidana Korupsi 

Berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  No.  31  tahun  1999  

Jo  Undang-undang No. 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana 

yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana 

korupsi adalah sebagai berikut: 

a) Pidana Mati 

Pasal 69 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (UU PTPK) menyatakan bahwa pidana mati adalah 

pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan 

                                                             
18

 ketentuan pasal 270 KUHAP  

19
 Hamrat Hamid dan Harun  M. Husein, pembahassan permasalahan KUHAP Bidang 

Penuntutan dan Eksekusi, Sinar Grafika, 1992, h. 312 
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terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi 

manusia yang utama. Selain itu, pidana mati tidak dapat 

dikoreksi atau diperbaiki bentuk eksekusinya  jika dikemudian 

hari ditemukan kekeliruan. Untuk itu hanya perbuatan pidana 

yang benar-benar berat yang diancam oleh pidana mati. Pada 

setiap pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai 

alternatif pidana lainnya sehingga hakim tidak serta merta 

langsung menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar pasal 

yang diancam pidana mati. 

b) Pidana Penjara 

Esensi dari pidana penjara adalah perampasan kemerdekaan 

yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak 

bebas pergi kemana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial sesuai yang ia kehendaki. Pengaturan pidana 

penjara menurut KUHP adalah sebagai berikut: 

1. Seumur hidup (tanpa minimal atau maksimal) 

2. Sementara dengan waktu paling pendek satu hari dan 

paling lama 15 tahun sesuai pasal 12 ayat (2) KUHP. 

Pidana penjara dapat melewati batas maksimum umum yaitu 

15 tahun menjadi hingga dua puluh tahun dalam hal: 

1. Hakim boleh memilih antara pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun. 
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2. Hakim boleh memilih antara pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara sementara 20 tahun. 

3. Ada pemberatan umum yaitu: 

a. Concorsus/pembarengan yang diatur dalam pasal 

65 hingga 70 

b. Reseidve/pengulangan yang diatur dalam pasal 486 

hingga 488 

c. Pasal 52 mengenai penyalahgunaan wewenang 

jabatan 

d. Pasal 52 a tentang menyalahgunakan bendera RI 

e. Ada pemberatan khusus, seperti pasal 355 jo pasal 

356 mengenai penganiayaan seorang anak terhadap 

ibu kandungnya. 

Semua tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK diancam 

dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun 

sementara. 

c) Pidana Denda 

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban, seseorang 

untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus 

dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Dalam 

praktek pidana juga difungsikan sebagai cara merampas 

kembali keuntungan hasil kejahatan yang dilakukan pelaku. 

Pidana denda diancam dengan cara yaitu: 
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1. Tunggal, yaitu hanya pidana denda saja yang 

diancamkan terhadap pelanggaran pasal yang mengatur 

sebuah tindak pidana, seperti pasal 403, pasal 489 

KUHP, pasal 188 UU No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenaga Kerjaan; 

2. Alternatif, sesuai pasal 174 KUHP, pasal 62 ayat (1) dan 

(2) UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

3. Secara resmi alternatif terhadap pelanggaran tertentu 

seperti pasal 489 (2) KUHP dengan bunyi “Pidana denda 

dapat diganti dengan pidana kurungan”. 

4. Secara ganda absolute, yaitu dengan bunyi pidana denda 

dan/ atau pidana lainnya. Misalnya pasal 2 atau 3 UU No 

31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak 

Pidana Korupsi. 

Undang-undang PTPK menerapkan pidana denda yang 

tinggi sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan 

yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak 

pidana korupsi. Pidana denda dalam UU PTPK diancam 

dengan cara: 

1. Secara ganda absolute 

Cara ini terdapat pada pasal yaitu pada pasal 2, 6 ayat (1) 

dan (2), 7 ayat (1) dan (2), 8,9,10,12A ayat (2), 12B UU 
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PTPK. Pidana denda berkisar antara Rp. 50.000.000 

(Lima puluh juta rupiah).  

2. Secara ganda alternatif 

Cara ini terdapat pada pasal yaitu pada pasal 3, 5 ayat (1) 

dan (2), 11,13, 21, 22, 23, 24 UU PTPK. Pidana denda 

berkisar antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 

hingga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 

d) Pidana Tambahan 

Pidana tambahan adalah hanya menambah pidana pokok 

yang dijatuhkan. Jadi tidak dapat berdiri sendiri, kecuali hal-

hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana 

tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi 

tidak ada keharusan. Ada hal-hal tertentu pidana tambahan 

bersifat imperative, yaitu pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHAP. 

Namun di dalam KUHAP diatur adanya pengecualian, dimana 

pidana tambahan dijatuhkan tidak bersama dengan pidana 

pokoknya. Dalam KUHAP pengecualian diatur dalam: 

1. Pasal 39 ayat (3), dimana tersangka/terdakwa tidak 

dijatuhi pidana oleh hakim, melainkan karena ia belum 

cukup umur, diserahkan kepada pemerintah untuk 

pendidikan paksa, akan tetapi terhadap barang-barang 

yang telah disita dalam perkara tersebut dapat dirampas. 
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2. Pasal 40, dimana terdakwa karena belum cukup umur 

diperintahkan oleh hakim dikembalikan kepada orang 

tuanya tanpa pidana akan tetapi perampasan barang-

barang yang terlibat dalam perkaranya yang berupa 

impor/ ekspor/transit barang-barang yang melanggar 

peraturan pemasukan uang untuk negara dapat dirampas. 

Hakim bebas untuk memutuskan pidana tambahan 

dijatuhkan atau tidaknya,. Pidana tambahan sebenarnya 

bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus, sehingga sifat 

pidananya hilang dan sifat preventifnya ini yang menonjol. 

Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat 

grasi. 

Pasal 18 UU PTPK mengatur mengenai jenis pidana 

tambahan yang dapat diancamkan kepada terdakwa yang 

melanggar pasal-pasal yang ditentukan pasal 17 yaitu pasal 2, 

pasal 3, pasal 5 sampai pasal 14 UU PTPK. Pidana tambahan 

yang dapat dikenakan yaitu pidana tambahan yang terdapat 

pasal 10 KUHP yaitu: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu 

2. Perampasan barang-barang tertentu 

3. Pengumuman putusan hakim 
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Selain pidana tambahan sebagaimana dalam KUHP 

tersebut, terdapat pidana tambahan yang diatur tersendiri bagi 

para koruptor yaitu: 

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang 

tidak berwujud. 

2. Atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 

yang bertindak pidana korupsi, termasuk perusahaan 

milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, 

begitu pula dari barang-barang yang menggantikan 

barang-barang tersebut. 

3. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi. 

4. Penutupan Seluruh atau Sebagaian perusahaan untuk 

waktu paling lama 1 tahun. 

5. Pencabutan Seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, 

yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada 

terpidana. 

2.3 Kerugian Negara 

Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang 

menyatakan bahwa, kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 
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perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari pengertian tersebut, untuk 

lebih dapat memahami apa itu kerugian negara, maka dapat diuraikan kembali 

menjadi unsur-unsur sebagai berikut
20

:  

1. Adanya pelaku/penanggung jawab;  

2. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang; 

3. Kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti;  

4. Tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;  

5. Serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum 

dengan kerugian yang terjadi.  

Dalam implementasinya, kekurangan uang tersebut antara lain dapat 

berupa
21

: 

1. Selisih pembukuan uang/barang pada pengelolaan kebendaharaan; 

2. Hilangnya kendaraan; 

3. Membayar harga barang lebih mahal dari nilai yang seharusnya; 

4. Menerima barang dengan nilai lebih rendah dari harga yang dibayar. 

Kerugian negara bukan kerugian yang diperkirakan atau diasumsikan 

sendiri karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal. 

Oleh sebab itu, perhitungan kerugian negara harus didasarkan pada prosedur 

dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau 

perhitungan yang bersifat asumsi, potensi, atau kemungkinan atau hanya pada 

tafsiran sendiri mengenai norma peraturan perundang-undangan. Suatu 

                                                             
20

 Badan Pemeriksa Keuangan, Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah 

(Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018), h.11. 

21
 Ibid, h.20. 
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penilaian dan jumlah kerugian negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu 

pemahaman sendiri pemeriksa atau di luar pemeriksa, karena semua 

bergantung pada penerapan prosesual atas data yang diperoleh dan tanggapan 

yang harus dirumuskan dalam hasil pemeriksaan
22

. 

2.3.1 Pengembalian Kerugian Negara (Asset Recovery) 

Pengembalian kerugian keuangan negara wajib dilakukan kepada 

pelaku apabila telah ditemukan kerugian keuangan negara. Hal ini 

diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap kerugian 

negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau 

kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagaimana juga ditegaskan 

dalam pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, apabila terdakwa tidak 

membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan 

maka harta bendanya dapat disita, dan jika hartanya tidak mencukupi 

maka diganti dengan pidana penjara
23

. 

Pengembalian kerugian negara bisa di jadikan sebagai hal-hal yang 

meringankan serta menjadi pertimbangan hakim dalam memberi 

putusan. Pengembalian kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi 

alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada 

terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut berarti ada itikad 

                                                             
22
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baik untuk memperbaiki kesalahan. Pengembalian tersebut bisa 

mengurangi sanksi pidana tetapi tidak menghapuskan unsur melawan 

hukum. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dikembalikan 

tapi tidak menghilangkan tindak pidananya. 

Menurut Eddy Mulyadi Soepradi menyebutkan tujuan 

dilakukannya pengembalian kerugian keuangan Negara adalah untuk 

menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi, sebagai salah 

satu patokan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat atau 

ringannya hukuman dan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai 

yang berlaku (Perdata/TP/TGR) dalam kasus perdata.
24

 Bukti surat 

laporan hasil pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian keuangan 

negara harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang.  

Proses pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan Negara harus 

dilakukan secara independen, objektif dan professional karena jika tidak 

maka dapat diintervensi, didikte atau diatur oleh kekuasaan lain yang 

lebih tinggi atau bisa dibeli dengan berbagai kepentingan. Hasilnya 

tentu tidak akan objektif dan laporan hasil pemeriksaan tidak memuat 

kebenaran yang hakiki.  

Terdapat teori hukum yang melandasi pengembalian kerugian 

Negara, yaitu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang 

memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawabnya kepada 
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institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan 

serta peluang kepada individu-individu dalam masyarakat mencapai 

kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada 

negara apa yang menjadi hak negara” dan “berikan kepada rakyat apa 

yang menjadi hak rakyat”.  

Jika ditinjau dari sudut pandang keadilan sosial internasional, 

kedua prinsip tersebut meletakan tanggungjawab kepada negara sebagai 

penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau 

membantu mengembalikan aset tersebut kepada negara korban tindak 

pidana korupsi. Dalam konteks ini, kedaulatan negara tidak lagi hanya 

dimaknai sebagai hak tetapi sebagai tanggung jawab yang memiliki dua 

karakter yaitu tanggung jawab internal antara negara dengan 

masyarakatnya dan tanggung jawab eksternal antara negara dalam 

hubungannya dengan negara lain.
25

 

2.3.2 Pengembalian Kerugian Negara dengan Uang Pengganti 

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tipikor, selain dapat 

dijatuhi pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana 

tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Rumusan ketentuan 

Pasal 18, yaitu: 
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1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan 

adalah: 

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk 

atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi 

dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan 

barang-barang tersebut. 

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi. 

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 

paling lama satu tahun. 

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang 

telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 
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3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), maka dipidana dengan pidana 

penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari 

pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 

pengadilan. 

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999, pembayaran uang pengganti oleh terpidana jumlahnya 

sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi. R. Wiyono menegaskan, sesuai rumusan 

ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang memberikan tenggang waktu 

pembaran uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan 

berkekuatan hukum tetap. Maka setelah itu, Jaksa dapat menentukan 

tahap pembayaran uang pengganti, tetapi dengan syarat tahap-tahap 

tersebut tidak dapat melebihi tenggang waktu satu bulan. Jika tenggang 

waktu yang ditentukan sudah lewat dan terpidana tidak dapat membayar 

uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan 

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
26

. 
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2.3.2.1 Pembayaran Uang Pengganti melalui Instrumen Hukum 

Perdata 

Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian 

kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur 

pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum 

perdata yang berlaku, baik materiil maupun formal. 

Penyelesaian melalui gugatan perdata/litigasi yaitu penyelesaian 

yang pengganti dengan cara mengajukan gugatan perdata 

berdasarkan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada 

terpidana sebagai tergugat. Penyelesaian uang pengganti melalui 

instrumen perdata dapat dilakukan melalui gugatan perdata yang 

didasarkan Pasal 3 KUH Perdata yang menjelaskan "tidak ada 

hukuman yang membuat seseorang mati perdatanya".  

Untuk mengoptimalkan penagihan uang pengganti harus 

dilakukan gugatan perdata, dan harus didukung anggaran yang 

mencukupi. Arena beracara perdata membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit mulai dari pendaftaran gugatan di Pengadilan 

Negeri sampai persidangan. Dan biasanya perkara perdata terus 

melalui upaya hukum banding, Kasasi sampai dengan 

Peninjauan Kembali. Setelah perkara inkracht pun untuk 

mengajukan permohonan eksekusi juga membutuhkan biaya. 

Dalam mengajukan gugatan perdata harus dipilih dengan 

cermat. Mengingat biaya yang besar tersebut, maka penentuan 
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perkara yang perlu diajukan dalam gugatan perdata adalah 

perkara yang didasarkan jumlah uang penggantinya minimal Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harta benda terpidana 

masih ada untuk dijadikan obyek gugatan. Adapun Proses 

perdata yang berhubungan dengan penggunaan instrumen 

perdata tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Bila penyidik menangani kasus yang secara nyata telah 

ada kerugian keuangan negara, tetapi tidak terdapat cukup 

bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, 

maka penyidik menghentikan penyidikan yang dilakukan. 

Dalam hal ini penyidik menyerahkan berkas perkara hasil 

penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang 

dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap 

bekas tersangka yang telah merugikan keuangan negara 

tersebut (pasal 32 ayat (1) UU No 31 tahun 1999) 

b. Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dalam perkara 

korupsi, meskipun secara nyata telah ada kerugian negara, 

karena unsur-unsur pidana korupsi tidak terpenuhi. Dalam 

hal ini penuntut umum (PU) menyerahkan putusan Hakim 

kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk 

dilakukan gugatan perdata terhadap bekas terdakwa yang 

telah merugikan keuangan negara (pasal 32 ayat (2) UU 

No 31 tahun 1999) 



29 
 

 
 

c. Dalam penyidikan perkara korupsi ada kemungkinan 

tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah 

ada kerugian keuangan negara. Penyidikan terpaksa 

dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil 

penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang 

dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli 

waris tersangka (pasal 33 UU No 31 tahun 1999)  

d. Bila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata 

telah ada keuangan negara, maka penuntut umum 

menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada 

JPN atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan 

gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (pasal 34 

UU No 31 Tahun 1999)  

e. Ada kemungkinan setelah putusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih 

terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum 

dikenakan perampasan, (sedangkan di sidang pengadilan 

terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut 

diperoleh bukan karena korupsi), maka negara dapat 

melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau 

ahli warisnya (pasal 38 C UU No 20 Tahun 2001). Dalam 
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kasus ini instansi yang dirugikan dapat memberi kuasa 

kepada JPN atau kuasa hukumnya untuk mewakilinya. 

Dalam proses perdata beban pembuktian merupakan 

kewajiban penggugat, beban pembuktian ada pada JPN atau 

instansi yang dirugikan sebagai penggugat. Dalam hubungan ini 

penggugat berkewajiban membuktikan antara lain
27

: 

a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. 

b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan 

dengan perbuatan tersangka terdakwa atau terpidana. 

c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau 

terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian 

kerugian keuangan negara. 

2.3.2.2 Pengembalian Dengan Perampasan Harta Terhadap Pihak 

Ketiga 

Perampasan aset atau harta (Legal concept) menurut 

hukum pidana Indonesia dan Belanda adalah suatu pidana 

tambahan yang hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bersama-

sama dengan pidana pokok
28

. Hukuman pokok yang dijatuhkan 

terhadap terpidana dapat dikumulasikan dengan perampasan 

barang bergerak yang berwujud, tidak berwujud atau barang 

bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana 
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korupsi. Termasuk perusahaan milik terpidana, dimana tindak 

pidana korupsi dilakukan, dan begitu pula dari barang yang 

menggantikannya. Apabila hasil perampasan tidak mencukupi 

untuk menutupi kerugian keuangan negara, maka dijatuhi 

dengan hukuman pembayaran uang pengganti yang jumlahnya 

sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi
29

. 

Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 18 dan Pasal 19 

Undang-Undang Tipikor, dinyatakan bahwa pengembalian harta  

dilakukan sebagai bentuk nestapa, yang pada hakikatnya dibuat 

dalam rangka mengoptimalkan pemulihan keuangan negara 

yang hilang (kerugian) akibat dari tindak pidana korupsi. 

Perampasan harta dilakukan terhadap harta terpidana yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi, dengan perluasan termasuk 

perampasan harta yang ada pada pihak ketiga apabila pihak 

ketiga tersebut tidak beriktikat baik. 

2.4 Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum secara konseptual menurut Soerjono Soekanto terletak 

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mampu mengejawantahkan atas sikap dan 

tindakan. Sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 
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memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan di dalam hidup. 

Penegakan hukum dilakukan dengan berlakunya hukum positif dalam 

praktiknya sebagaimana yang seharusnya dipatuhi. Mewujudkan penegakan 

hukum artinya terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti pengadilan, 

kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-

undangan
30

.  

Artinya, penegakan hukum menjadi sebuah usaha untuk mewujudkan ide 

mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang berhasil 

diimplementasikan sesuai apa yang diharapkan rakyat dan Negara. Terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan berarti netral, 

dimana dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

Faktor-faktor tersebut, yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) praktek menyelenggarakan 

penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara 

kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan 

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian 

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam 

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak 

hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap 
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lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, 

terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sarana 

dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan 

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam 

penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan 

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin mudah menegakannya
31

. 

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum 

selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem 

hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni 

komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum 
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(legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture)
32

. Dalam 

penegakan hukum (law enforcement) terdapat kehendak agar hukum tegak, 

sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat 

diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu 

secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk 

membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (to use the law to legitimate 

their actions)
33

.  

Pada hakikatnya penegakan hukum akan mengandung supremasi nilai 

substansial, yaitu keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah 

bangsa Indonesia. Nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan 

keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu 

pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Dengan kata lain, 

kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang 

mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus 

mempunyai value)
34

. 

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan 

melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan 

sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta 

kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. 
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Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada 

seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan 

tertentu dan sebagainya
35

. Salah satu penegak hukum yang yang secara 

langsung berpercikan dalam bidang penegakan hukum yaitu (law enforcement 

and peace maintenance) adalah Kejaksaan. 

Dalam sistem penegakan hukum Kejaksaan memiliki peran yang 

sangat sentral karena Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah 

seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang 

menentukan apakah sesorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui 

kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Keberadaan lembaga 

Kejaksaan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2021. Undang-Undang tersebut 

menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di 

bidang penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan. Selanjutnya, Undang-Undang 

RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 

menegaskan bahwa:  

1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang 

ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang.  
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2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara merdeka.  

3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan 

tidak terpisahkan. 

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang ini menjelaskan 

bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan 

kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang 

penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan 

umum. Masalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah 

kebijaksanaan
36

.  

2.5 Penegakan Hukum pada Masa Nabi 

Penegakan hukum dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keadilan. 

Dan keadilan adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah dan Rasulullah, 

yang juga menghimbau agar umat manusia harus turut serta dalam 

menerapkan keadilan. Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak terjadi 

pada tiga kitab suci sebelumnya, adalah kesatuan dua fungsi sekaligus, yakni 

sebagai mu‟jizat dan sekaligus sebagai manhaj (pedoman) hidup. Kedua 

fungsi itu terus melekat padanya, sehingga al-Quran sebagai manhaj terjaga 

oleh mu‟jizat dan kemu‟jizatan senantiasa terdapat dalam manhaj.
37

 Sebagai 

manhaj hidup bagi manusia, al-Quran bertujuan untuk ishlah al-afrad wa al-

mujtama.                   
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Untuk mencapai tujuan ishlah al-afrad wa al-mujtama‟ diperlukan 

seperangkat aturan yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya 

benturan-benturan kepentingan antara satu individu atau masyarakat dengan 

yang lain, atau kalaupun benturan itu telah terjadi, agar dapat diselesaikan 

dengan adil. Dalam rangka itulah al-Quran datang dengan membawa 

seperangkat aturan (meskipun sebagian besar garis besarnya) dalam berbagai 

aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian 

al-Quran dalam hal ini adalah aspek hukum.
38

 

Didalam surat Al-Maidah ayat 8 : 

 ْ٘ ُّ ْ٘ ا مُ ْ٘ ُْ ٍَ َِ اَٰ ْٝ َٖب اىَّرِ بَُّٓٝ ٓٚ الَََّ َٰٝ ًٍ عَيَٰ ْ٘ ُُ قَ ٌْ شَْبََٰ َّْنُ ٍَ َٝجْسِ لََ  َٗ  
َٖدَاۤءَ ببِىْقِسْظِِۖ ِ شُ

َِ لِِلَّٰ ْٞ ٍِ ا َّ٘ ا قَ

ب  ََ  بِ
ْٞس ٌۢ َ خَبِ

َُّ اّللَّٰ َ اِۗ
احَّقُ٘ا اّللَّٰ َٗ  ِٙۖ َٰ٘ َ٘ اقَْسَةُ ىيِخَّقْ اۗ ُٕ ْ٘ ا اۗعِْدِىُ ْ٘ حَعْدِىُ

 َُ ْ٘ يُ ََ                     حَعْ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai 

penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku 

tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang 

kamu kerjakan.  

ayat diatas memerintahkan orang yang beriman agar menjadi para 

penegak keadilan dengan ungkapan yang sangat baligh,  dengan  َ َِ ْٞ ٍِ ا َّ٘ ا قَ ْ٘ ُّ ْ٘ مُ

 sighat mubhalaghah dimaksudkan agar penegakan keadilan dilakukan , ببِىْقِسْظِِۖ 

secara terus menerus tiada henti dalam kehidupan ini.
39

 Mukhathah ayat 

tersebut adalah orang yang beriman secara umum. Jadi, dalam perspektif al-
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Quran, pada dasarnya menegakkan keadilan sebagai salah satu pilar 

penegakan hukum adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua 

orang yang beriman.  

Perintah untuk berbuat adil juga terdapat dalam firman Allah yaitu QS. 

An-Nisa; 58: 

  َ
َُّ اّللَّٰ ا ببِىْعَدْهِ ۗ اِ ْ٘ َُ ُْ حَحْنُ َِ اىَّْبسِ اَ ْٞ ٌْ بَ خُ َْ اذَِا حَنَ َٗ َٖبۙ  يِ ْٕ ٓٚ اَ جِ اىَِٰ َْٰ ٍَٰ ُْ حؤَُدُّٗا الََْ ٌْ اَ ٍُ سُمُ َ ٝأَْ

َُّ اّللَّٰ اِ

ْٞسًا   ْٞعًبٌۢ بصَِ َِ َُ سَ َ مَب
َُّ اّللَّٰ ٖٔ ۗ اِ ٌْ بِ ب َٝعِظنُُ ََّ ِّعِ

         

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 

Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa Allah telah memberikan amanat 

untuk umat manusia menetapkan dan menegakkan hukum dengan adil. Dan 

hadirnya sebuah hadis yang ikut memperkuat penegakan hukum dalam 

perspektif islam, yaitu:  

يَّٚ  ََ  َّٜ ٌَ اىَّْ بِ تَ مَيَّ ٍَ َُّ أسَُب ِْ عَبئِشَتَ أَ ةَ عَ َٗ ِْ عُسْ َٖبةٍ عَ ِِ شِ ِْ ابْ ْٞثُ عَ ىِٞدِ حَدَّثَْبَ اىيَّ َ٘ حَدَّثَْبَ أبَُ٘ اىْ

ضِٞعِ  َ٘ َُ اىْحَدَّ عَيَٚ اىْ ٘ َُ ٌْ مَبُّ٘ا ٝقُِٞ ُ ٌْ أََّّٖ َُ قبَْيَنُ ِْ مَب ٍَ َٕيلََ  ب  ََ سَأةٍَ فقَبَهَ إَِّّ ٍْ ٌَ فِٜ ا سَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ عَيَ اللَّّ

َٕب                           تَ فَعَيَجْ ذَىلَِ ىقَطََعْجُ َٝدَ ََ َُّ فبَطِ ْ٘ أَ ِٓ ىَ اىَّرِٛ ّفَْسِٜ بَِٞدِ َٗ َُ اىشَّسِٝفَ  ٝخَْسُمُ٘ َٗ

                                                                                       

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abul Walid) telah 

menceritakan kepada kami (Al Laits) dari (Ibn Syihab) dari ('Urwah) dari 

(Aisyah), bahwa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka Nabi 

bersabda: "hanyasanya telah binasa orang-orang sebelum, mereka 

menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan meninggalkan 
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hukuman bagi orang bangsawan, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-

NYA, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong tangannya". 

Diperjelas oleh pemaparan Imam Al-Zamaksyari yang  menjelaskan 

bahwa masalah amanat yang termuat di dalam ayat di atas, diserukan kepada 

setiap orang. Yakni, seruan kepada manusia untuk mensosialisikan amanat 

dalam kehidupannya. Dengan ayat tersebut juga Sa‟id Hawwa menyatakan 

bahwa salah satu ciri dari orang-orang beriman adalah melaksanakan amanat 

dengan sebaikbaiknya. Jelaslah bahwa penegakan hukum secara adil adalah 

sebuah amanat yang sudah diperintahkan Allah kepada setiap orang untuk 

melaksanakannya. 

Apabila ayat serta hadist tersebut ditarik ke dalam konteks hukum 

dalam pengadilan, dapat pula dipahami bahwa siapapun yang sedang 

bertindak sebagai hakim dalam suatu persoalan harus berusaha semaksimal 

mungkin untuk menegakkan keadilan. Meskipun demikian, realitas kehidupan 

sehari-hari telah menyuguhkan fakta bahwa dalam menegakkan keadilan, 

hakim tidak berdiri sendiri melainkan harus melibatkan banyak pihak, seperti 

polisi yang berperan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jaksa 

penuntut umum maupun saksi-saksi. 

Fiqh Siyasah hadir untuk membuat kebijakan yang menghendaki 

kemaslahatan masyarakat, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan 

agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya). Syari‟at 

mengkombinasikan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana 

seharusnya, sekaligus mempertahankan pemerintah dan penegakan keadilan 

hukum untuk kemaslahatan manusia.  
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Fiqh Siyasah adalah tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari 

dua kata yaitu kata fiqh dan al-siyasi. Pada aspek etimologi, fiqh berbentuk 

mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fikihan yang bermakna 

faham. Sedangkan dari aspek terminologi (istilah) fiqh adalah pengetahuan 

tentang hukum syar‟i mengenai amal perbuatan (praktis) yang bersumber dari 

dalil-dalil tafshili (terinci), yaitu hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-

Quran dan As-Sunnah. Dapat dikatakan bahwa fiqh adalah pengetahuan 

mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang 

disusun oleh para mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.
40

  

Siyasah bersumber dari kata sasa-yasusu-siyassatan yang berarti 

mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan. Abdul 

Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi yang menyatakan, arti dari 

kata Siasah adalah mengatur yang memiliki arti yang sama dengan to govern, 

to leat dan sama dengan policy (of goverment, corprotion,etc). Secara harfiah 

kata siyasah bermakna pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan 

kebijakan, dan pengurusan pengawasan. Dapat dimaknai tersirat sebagai dua 

dimensi yang berkaitan antara satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan 

melalui proses pengendalian dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut.
41

 

Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah, menjadi sebuah ilmu yang 

mempelajari al-ihwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, 

                                                             
40

 Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fikih al-„Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h.18 

41
 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syariah, Cet ke-7, (Jakarta: Prenademia Group, 2018) h. 26. 



41 
 

 
 

pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 

bernafaskan ajaran islam dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat.
42

 

Eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian 

kerugian Negara melalui perspektif Fiqh Siyasah, artinya akan kembali pada 

pelajaran kisah sejarah  yang mencatat bahwa setidaknya telah terjadi empat 

kali kasus korupsi pada zaman Nabi Muhammad  SAW. Pertama, kasus 

ghulul atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang 

Uhud terhadap Nabi SAW. Kedua, kasus budak bernama Mid‟am atau 

Kirkirah yang menggelapkan mantel. Ketiga, kasus seseorang yang 

menggelapkan perhiasan seharga 2  (dua) dirham. Keempat, kasus hadiah 

(gratifikasi) bagi petugas pemungut zakat di kampung Bani Sulaiman, 

bernama Ibn al-Lutbiyyah
43

. 

Untuk menjawab kasus pertama yaitu ghulul atau penggelapan yang 

dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi SAW, Allah 

berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 161: 

ب ٍَّ َّفْسٍ  َٰٚ مُوُّ  فَّ َ٘ ٌَّ حُ تِ ۚ ثُ ََ ًَ ٱىْقََِٰٞ ْ٘ ب غَوَّ َٝ ََ ِ َٝغْيوُْ ٝأَثِْ بِ ٍَ َٗ ٍّٚ أَُ َٝغوَُّ ۚ  َُ ىِْبَِ ب مَب ٍَ َٗ  َُ ٘ َُ ٌْ لََ ٝظُْيَ ُٕ َٗ  مَسَبَجْ 

    

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta 

rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan 

perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang 

dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang 

apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak 

dianiaya. 
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Kasus korupsi kedua, menimpa seorang budak bernama Mid‟am atau 

Kirkirah. Dia seorang budak yang dihadiahkan untuk Nabi SAW. Kemudian, 

Nabi SAW mengutusnya untuk membawakan sejumlah harta ghanimah (hasil 

rampasan perang). Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di Wadil Qura, tiba-

tiba Mid‟am atau Kirkirah, seorang budak itu terkena bidikan nyasar, salah 

tembak, sebuah anak panah menusuk lehernya sehingga dia tewas. Para 

sahabat Nabi kaget. Mereka serentak mendoakan sang budak semoga masuk 

surga. Namun, Rasulullah SAW malah mengatakan bahwa dia tidak akan 

masuk surga yang diterangkan dalam hadis berikut: 

 ٌِ غَبِّ ََ َِ اىْ ٍِ ْٞبَسَ  ًَ خَ ْ٘ يتََ اىَّخِٜ أخََرَ َٝ َْ َُّ اىشَّ ِٓ ، إِ اىَّرِٛ ّفَْسِٜ بَِٞدِ َٗ ٌْ  مَلََّّ  َٖبىَ ِْٞٔ  حصُِبْ ٌُ ىخََشْخَعِوُ عَيَ قبَسِ ََ اىْ

ُ عَيَ  يَّٚ اللَّّ ََ  ِ ِِ إىَِٚ زَسُ٘هِ اللَّّ ْٞ ْٗ بِشِسَامَ عَ ذَىلَِ اىَّْبسُ ، جَبءَ زَجُو  بِشِسَاكٍ ، أَ َِ ب سَ ََّ ٌَ  فَقبَهَ ّبَزًا فيََ سَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ

ٌَ : شِسَ  سَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ عَيَ يَّٚ اللَّّ ََ  ِ ِْ ّبَزٍ)زٗآ أب٘داٗد(.   زَسُ٘هُ اللَّّ ٍِ  ُِ ْٗ شِسَامَب ِْ ّبَزٍ ، أَ ٍِ                    اك  

              

Artinya: Tidak demi Allah, yang diriku berada di tanganNya, 

sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari 

rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan 

membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu ada 

seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW membawa seutas tali sepatu 

atau dua utas tali sepatu. Ketika itu, Nabi SAW mengatakan: seutas tali 

sepatu sekalipun akan menjadi api neraka.” (HR. Abu Dawud)
44

.  

Pelajaran yang bisa diambil, dari kisah korupsi kedua mengenai sebuah 

mantel (يَت َْ  adalah bahwa Nabi SAW saja pasti (شِسَاك  ) dan seutas tali sepatu (شَ

akan masuk neraka. Jelaslah, bahwa korupsi yang terjadi pada hari ini, 

dengan modus dan jumlah yang sangat besar, dan dampak yang sangat luas, 
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sistemik, dan terstruktur sangat ditentang dalam perspektif fiqh siyasah.Kasus 

korupsi ketiga adalah kasus seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 

dirham. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud : 

  َٜ فِّ ُ٘ ٌَ حُ سَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ عَيَ يَّٚ اللَّّ ََ  ِّٜ حَبةِ اىَّْبِ َْ ِْ أَ ٍِ ِْ أشَْجَعَ  ٍِ َُّ زَجُلًَّ  ًَ أَ ْ٘ َٝ  ُ يَّٚ اللَّّ ََ  ِّٜ ْٞبَسَ فَرُمِسَ ذَىلَِ ىيَِّْبِ خَ

ٌْ غَوَّ  بحِبَنُ ََ  َُّ ِْ ذَىلَِ فقَبَهَ إِ ٍِ جُُ٘ٓ اىَّْبسِ  ُٗ ٌْ فخََغََّٞسَ  بحِبِنُ ََ ا عَيَٚ  يُّ٘ ََ ٌَ فقَبَهَ  سَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ِ  عَيَ فِٜ سَبِٞوِ اللَّّ

ِْ خَسَشِ َٝ  ٍِ جَدَّْب خَسَشًا  َ٘ خبَعَُٔ فَ ٍَ ِْٞففَخََّشْْبَ  ََ َٕ ِٗٛ دِزْ ب ٝسَُب ٍَ                                                    ُٖ٘دَ 

               

Artinya : Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu 

terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga 

sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “Shalatkanlah saudara 

kalian ini.” Pada saat itu raut muka orang-orang berubah (karena keheranan 

dengan perintah Nabi ini). Rasulullah SAW mengatakan, “Sungguh saudara 

kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah.” Ketika itu, 

kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan 

kharazan (perhiasan/manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya 

tidak mencapai dua dirham (HR. Abu Dawud)
45

. 

Menyikapi permasalah ini, Nabi SAW memerintahkan: “ َٚا عَي يُّ٘ ََ

 ٌْ بحِبِنُ ََ ” (shalatkanlah saudara kalian ini). Perintah ini sekaligus menjadi 

sebuah isyarat bahwa Nabi SAW tidak berkenan menyalati jenazah seorang 

koruptor. Imam al-Nawawi juga turut mengatakan bahwa: 

                                                             ٌْ َُ عَيَٚ اىفسَُّبقِ شَجْسًا ىَُٖ ْ٘ ْٕوَ اىْفضَْوِ لََ ٝصَُيُّ َُّ أَ أَ َٗ     

   

Artinya: Dan orang baik seyogyanya tidak perlu ikut menyalati orang 

yang fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah bagi yang lain agar tidak 

meniru menjadi fasik. 
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Sedangkan, kasus berikutnya adalah korupsi Abdullah bin al-Lutbiyyah 

(atau Ibn al-Atbiyyah), yang merupakan seorang petugas pemungut zakat di 

Bani Sulaim. Kasus ini terjadi pada tahun 9 H. Sebagai petugas pemungut 

zakat, dia menjalankan tugasnya di Bani Sulaim. Sekembalinya dari bertugas, 

Ibn al-Lutbiyyah melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan 

beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas). Ibnu 

al-Lutbiyyah berkata kepada Rasulullah SAW, yaitu “Ini adalah hasil 

pungutan zakat untukmu (Rasulullah/Negara); dan yang ini hadiah untuk 

saya”.  

Mendengar laporan ini, Rasulullah SAW menolak hadiah yang diperoleh 

saat seseorang menjadi petugas. Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu 

duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri 

untuk kamu?”. Kemudian, Rasulullah SAW langsung naik mimbar berpidato 

di hadapan orang banyak untuk memberitahukan ke publik tentang peristiwa 

ini. Hadits tentang kasus Ibn al-Lutbiyyah ini diriwayatkan oleh Imam 

Muslim dan al-Bukhari dengan redaksi Imam Muslim sebagai berikut  : 

  ٌَ سَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ عَيَ يَّٚ اللَّّ ََ  ِ وَ زَسُ٘هُ اللَّّ ََ ِّٛ قبَهَ: اسْخَعْ ْٞدٍ اىسَّبعِدِ ََ ِْ أبَِٜ حُ دَقبَثِ بَِْٜ  زَجُلًَّ عَ ََ ِْ الَْْشْدِ عَيَٚ  ٍِ

 ََّ َِ الْْحُْبَِّٞتِ فيََ ٌٍ ٝدُْعَٚ ابْ ْٞ ٌَ سُيَ سَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ عَيَ يَّٚ اللَّّ ََ  ِ َٕدَِّٝت  فقَبَهَ زَسُ٘هُ اللَّّ َٕرَا  َٗ  ٌْ بىنُُ ٍَ َٕرَا  ب جَبءَ حَبسَبَُٔ قبَهَ 

 َ دَ اللَّّ َِ ٌَّ خَطَبَْبَ فَحَ بدِقبً ثُ ََ ْْجَ  ُْ مُ َٕدَِّٝخلَُ إِ لَ حَخَّٚ حأَحِْٞلََ  ٍِّ أُ َٗ ْٞجِ أبَِٞلَ  َٖلََّّ جَيَسْجَ فِٜ بَ أثََْْ فَ َٗ ٌَّ قبَهَ   ِٔ ثُ ْٞ ٚ عَيَ

ب ٍَ َٕرَا  ُ فَٞأَحِْٜ فَٞقَُ٘هُ  ِّٜ اللَّّ لََّ َٗ ب  ََّ ٍِ وِ  ََ ٌْ عَيَٚ اىْعَ نُ ْْ ٍِ جُوَ  وُ اىسَّ َِ ب بَعْدُ فئَِِّّٜ أسَْخَعْ ٍَّ دَِٝجْ ىِٜ أَ ْٕ َٕدَِّٝت  أُ َٕرَا  َٗ  ٌْ ىنُُ

َٕدَِّٝ  ِٔ حَخَّٚ حَأحَُِْٞٔ  ٍِّ أُ َٗ  ِٔ ْٞجِ أبَِٞ ِٔ أفَلَََّ جَيَسَ فِٜ بَ ْٞسِ حَقِّ ْٞئبً بِغَ َٖب شَ ْْ ٍِ  ٌْ نُ ْْ ٍِ ِ لََ َٝأخُْرُ أحََد   اللَّّ َٗ بدِقبً  ََ  َُ ُْ مَب خُُٔ إِ

وُ بَعِٞ َِ َ ٝحَْ َٜ اللَّّ ٌْ ىقَِ نُ ْْ ٍِ َِّ  أحََدًا  تِ فَلََعَْسِفَ ٍَ ًَ اىْقِٞبَ ْ٘ ئُُ َٝ َِ َٝحْ َ حَعَبىَٚ  َٜ اللَّّ ْٗ بقََسَةً ىَ إلََِّ ىقَِ از  سًا ىَُٔ زُغَبء  أَ َ٘ َٖب خُ

ْٞعَسُ  ْٗ شَبةً حَ                                                                                                                 أَ
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Artinya: Dari Abi Humaid as-Sa‟idi ra (diriwayatkan bahwa) ia 

berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang lelaki dari suku al-Azd 

bernama Ibn al-Lutbiyyah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani 

Sulaim. Ketika ia datang (menghadap Nabi SAW untuk melaporkan hasil 

pemungutan zakat) beliau memeriksanya. Ia berkata: “Ini harta zakatmu 

(Nabi/Negara), dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku).” Lalu 

Rasulullah SAW bersabda, “jika engkau memang benar, maka apakah kalau 

engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu hadiah itu datang 

kepadamu?” Kemudian Nabi SAW berpidato mengucapkan tahmid dan 

memuji Allah, lalu berkata: “Selanjutnya saya mengangkat seseorang di 

antaramu untuk melakukan tugas yang menjadi bagian dari apa yang telah 

dibebankan Allah kepadaku. Lalu, orang tersebut datang dan berkata: “ini 

hartamu (Rasulullah /Negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan 

kepadaku.” Jika ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah 

ayah dan ibunya hadiah itu juga datang kepadanya? Demi Allah begitu 

seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa hak, maka nanti di hari 

kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya 

itu), lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah itu 

ia memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya) melengkik atau 

sapi melenguh atau kambing mengembik (HR. al-Bukhari dan Muslim dan 

teks dari Muslim). 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai 

rujukan dalam melakukan penelitian mengenai Eksekusi Tindak Pidana 

Korupsi pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan Mengedepankan 

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Asset Recovery) ditinjau dari 

Perspektif Fiqh Siyasah, dengan menggunakan metode penelitian hukum 

empiris. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai 

perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian 

sebelumnya
46

, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

                                                             
46

 H. Hajar, dkk, Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir, (Pekanbaru: 

FAkultas Syariah & Hukum, 2020), h. 39. 
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1. Ramadani Ajeng Saputri pada tahun 2013 dalam penelitian yang 

berjudul “Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan 

Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan 

Negeri Malang)”. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

membahas mengenai pengembalian kerugia keuangan Negara yang 

dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Daerah. Adapun letak perbedaannya 

adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadani Ajeng, fokus 

kajiannya terhadap kendala atau hambatan yang dihadapi oleh 

Kejaksaan Negeri Magelang dengan menggunakan sampel penelitian 

dalam rentang waktu satu tahun atau dari 2011-2012. Hasilnya adalah 

pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang 

ditangani  oleh Kejaksaan Negeri Magelang melalui pembayaran uang 

pengganti bagi setiap terdakwa kasus korupsi belum sesuai dengan 

ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

Tuntutan pembayaran uang pengganti yang dilakukan Jaksa kepada 

terdakwa terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah kerugian negara 

yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.   
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2. Ahmad Risqi Primajati, pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang 

berjudul “Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak 

Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejati Yogyakarta)”. 

Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengenai 

pembahasan tentang pengembalian kerugian Negara, namun 

perbedaan yang dimiliki dengan penelitian ini adalah objek penelitian 

yang berbeda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum 

eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan Kejaksaan 

Tinggi Yogyakarta dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui 

mekanisme perdata dengan gugatan perdata dan melalui mekanisme 

pelaksanaan putusan pengadilan. Dan terdapat dua kendala yang 

dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam melakukan 

pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana 

korupsi, pertama masih banyak ketentuan yang seharusnya diatur 

dalam UU Tipikor namun dalam kenyataannya tidak diatur secara 

rinci dan kendala yang diciptakan dari terpidana yang tidak kooperatif.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau 

sering disebut sebagai penelitian sosiologis yang artinya berfungsi untuk 

dapat melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya 

hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris menekankan 

pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, analisis yang 

bersifat empiris atau yang dikenal dengan social-legal research
47

. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 

dengan cara menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian. 

Bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang bersifat faktual, disajikan 

secara rinci, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan gejala 

lainya yang ada di dalam masyarakat. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini 

dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral 

Sudirman, Nomor 295, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru 

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

                                                             
47

 Sabian Utsman, Dasar-dasar sosoiologi Hukum, Dilengapi Proposal Penelitian 

Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.310. 
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Gambar 3.1 

Lokasi Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru

 

Gambar 3.2 

Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru 

 

Sumber: Kejaksaan Negeri Pekanbaru 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat yang bersangkutan di Kantor 

Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu Kasubsi Upaya Hukum luar biasa 
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Eksekusi dan Eksaminasi (UHEKSI), Kasi Tindak Pidana Khusus di 

Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Sedangkan yang menjadi objek atau permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah eksekusi tindak pidana korupsi yang mengutamakan 

upaya pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery) 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
48

. 

Adapun pengertian sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari 

populasi yang ada. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi 

dilakukan tidak langsung terhadap populasi, namun dilaksanakan pada 

sampel
49

. 

 Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi adalah jika 

subjeknya kurang 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya 

besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%
50

. Karena 

apa yang diamati dan dipelajari pada sampel kesimpulannya dapat 

diberlalukan untuk populasi apabila sampel yang diambil benar-benar mampu 

                                                             
48

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 80. 

49
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 121. 

50
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 112. 
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merepresentasikannya 
51

. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem 

purposive sampling, yaitu suatu teknik penentuan suatu sampel dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu
52

. Adapun sampel dalam penelitian 

adalah: 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi dan Sampel 

No Status Responden Populasi Sampel Persentase 

1.  Kasi Tindak Pidana 

Khusus di 

Kejaksaan Negeri 

Pekanbaru  

1 1 100% 

2. Kasubsi Upaya 

Hukum luar biasa 

Eksekusi dan 

Eksaminasi 

(UHEKSI) 

1 1 100% 

3. Kasubsi Perdata 

dan Tata Usaha 

Negara 

1 1 100% 

Sumber: Olahan Data Pribadi 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang 

digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber 

data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu 
53

: 
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 Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd, Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan, Bandung, 

h.41 

52
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Op.Cit, h. 85. 

53
 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
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1. Data primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan 

alat lainnya
54

. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada 

Jaksa selaku eksekutor dan Kasubsi Upaya Hukum luar biasa 

Eksekusi dan Eksaminasi (UHEKSI)  dan Kasi Tindak Pidana Khusus 

di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dengan poin-poin wawancara  

berkaitan dengan praktik eksekusi tindak pidana korupsi dengan 

mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara (Asset 

Recovery) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru mulai 

dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi putusan. 

2. Data sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari 

bahan kepustakaan. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer, 

mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek 

yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat 

konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori 

yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu. 

Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan 

hukum sekunder yaitu 
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 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 87 
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a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi sumber 

hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, antara 

lain : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

jo Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia; 

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan; 

5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia. 

b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber 

hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum 

primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para 

pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa kitab-

kitab salaf, buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan 

langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti 

digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 

2. Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan guna mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada responden. 

3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber 

dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh 

peneliti. 

4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang 

tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, 

peraturan, dan lainnya
55

.  

3.7 Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dan akan 

dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Deduktif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan 

data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara 

umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang 

bersifat khusus. 
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 Hartono, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), h. 62. 
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2. Metode Induktif, yaitu dengan cara  menggambarkan data-data yang 

bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga 

memperoleh kesimpulan secara umum. 

3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar 

masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian 

dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah 

pemulis lakukan menggunakan kerangka teori penegakan hukum, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam 

menangani eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan 

pengembalian kerugian negara (asset recovery) dilakukan sesuai 

ketentuan pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan 

Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pada pasal 18 ayat (3) ditemukan kelonggaran hukum yang menjadi 

salah satu faktor terhambatnya tindak pidana korupsi dengan 

mengedepankan pengembalian kerugian negara (asset recovery). 

Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengedepankan alternatif penyelesaian 

uang pengganti lewat instrumen perdata yang disebut dengan 

penyelesaian non ligitasi (diluar pengadilan) yakni sebuah upaya 

penyelesaian negoisasi dan mediasi dengan pihak keluarga, ahli waris 

atau pihak ketiga dari terpidana agar pihak terpidana bersedia 

menyerahkan kekayaan hasil korupsinya kepada negara. Sedangkan 

faktor sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya turut menjadikan 

penegakan hukum yang dimiliki Kejaksanaan Negeri Pekanbaru 

belangsung dengan lancar. 
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2. Hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia yang 

dapat diterapkan secara adil untuk seluruh lapisan kehidupan manusia 

termasuk dalam extra ordinary crime seperti korupsi, diperlukan 

penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan apa yang terkandung 

dalam perspektif fiqh siyasah. Dan pelaksanaan eksekusi tindak 

pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian negara 

(asset recovery) oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru merupakan 

pelaksanaan yang bertujuan untuk mewujudkan maqasid syariah. 

Perlindungan terhadap jiwa (hifds an-nafs), perlindungan terhadap 

akal (hifdz al-aql), perlindungan terhadap keturunan (hifdz an-nasab), 

dan perlindungan terhadap harta (hifdz al-mal). 

5.2 Saran 

Adapun saran yang bisa penulis berikan untuk pelaksanaan Eksekusi 

tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian 

negara (asset recovery): 

1. Untuk Kejaksaan Negeri Pekanbaru: 

a. Pada problematika yuridis Pasal 18 ayat (3) Undang-undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memperbolehkan 

terpidana memilih pidana uang pengganti diganti dengan pidana 

penjara, dan dihadapkan pada realitas terpidana lebih memilih 

subsidiair penjara dibandingkan mengembalikan kerugian Negara 

dilakukan dengan cara melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) 

atau terobosan hukum (rule breaking) untuk mengatasi kekakuan 
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hukum positif yang didasarkan pada kejujuran, kemanfaatan, dan 

keadilan bagi pencari keadilan (justitiabelen). 

b. Optimalisasi kinerja aparat penegak hukum yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana 

korupsi dalam upaya penelusuran dan pelacakan aset dan harta benda 

milik tersangka dengan tujuan tercapainya pengembalian kerugian 

Negara akibat tindak pidana korupsi dengan cara melakukan 

pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan 

dan penuntutan terhadap aset pelaku yang diduga hasil tindak pidana 

korupsi sebagai jaminan pelunasan uang pengganti. 

c.  Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai penegak hukum sudah 

seharusnya secara terus menerus melaksanakan kewenanganny 

dengan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat dan 

peraturan yang telah dibentuk untuk sebuah keadilan. 

2. Untuk Penelitian Selanjutnya: 

Disarankan penyelenggaraan penelitian selanjutnya yang memiliki 

kesamaan tema dengan skripsi ini dapat lebih mengembangkan upaya 

eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian 

kerugian negara (asset recovery) dengan memperhatikan 

pengembangan kualitas dan kuantitas lembaga dan pejabat pelaksana
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